
I. PENDAHJlULUAN 

S eperti telah dituliskan dalam Peraturan Pernerintah (PP) Republik Indo 
nesia No. 30 Tahun 1990, maka tujuan pendidikan tinggi adalah : 

a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 
kemmpuan akademik danlatau profesional yang dapat menerapkan, 
rnengernbangkan danlatau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ 
atau kesenian; dan 

b. Mengernbangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ 
atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan 
taraf kehidupm rnasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

Tujuan pendidikan tinggi d a l m  lingkup pertanian tentu juga tidak terlepas 
dari dua tujuan tersebut di atas. Kemudim kalau ditelaah lebih lanjut maka 
tujuan pendidikan tinggi pertanian khususnya d a l m  agribisnis dan agroindustri 
adalah bagaimma lulusan perguman tinggi pertanian mampu menerapkan, 
mengembangkan d m  menciptakan iImu pengetahuan dan teknologi (iptek) di 
bidang pemnian; serta bagaimma menggunakan iptek yang d ihasa i  lulusan 
untuk tujuan peningkatan taraf kehidupan masyarakat. 

Pendidikan tinggi pertmian di Indonesia dikembangkm berdasarkan 
tuntutan pembangunan. Kalau pada Pembangunm Jangka Panjang Pe r tma  
(PJP I) pembmgunan memberikan prioritas pada sekor  pertanian, maka 
munculnya Lembaga Pendidikan Tinggi Pertanian juga tumbuh pesai. Keadaan 
ini dapat dimaMumi karena di dalam Bab Pendahuluan UU No. 2 Tahun 'I 989 
tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dituliskan: Bahwa untuk 
mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan diperlukan 
peningkatan dan penyempumaan penyelenggaraan pendidikan nasional. 
Pernyataan ini mengandung arti bahwa untuk kepentingan pembangunan 
diperfukan penyelenggaraan pendidikan yang lulusannya mampu menunjang 
kegiatan pembangunan tersebut karena kegiatan pembmgunar, itu akan 
berkernbang terus dengan sangat pesat, maka masalah relevansi, efisiensi, 



pemerataan, dan kualitas tulusan pendidikan tinggi pertanian menjadi fenomena 
barn dalam menyongsong berbagai perubahan dan tuntutan pembangunan. 

~ i s i s i  lain menurut Profesor Tilaar (19931, ada 10 kecendemngan 
pernasalahan pendidikan yang memerlukan pernikiran bersama, yaitu masalah- 
masalah yang berkaitan dengan (a) pemerataan, (b) kurikulum yang relevan 
dengan pembangunan, (c) proses belajar mandiri, (d) tenaga kependidikan 
yang profesional, (e) pendidikan dan pelatihan yang terpadu, ( f )  pendidikan 
tinggi sebagai partner in program, (g) pendidikan lanjutan, (h) pembiayaan 
pendidikan yang memadai, (i) partisipasi masyarakat dan (j) manajemen 
pendidikan yang efektif. 

Berdasarkan empat masalah (relevansi, efisiensi, pemerataan dan kualibs) 
dan 10 rnasalah seperti yang dikemukakan oleh Profesor Tilaar tersebut,'maka 
bagaimana dengan gambaran pendidikan tinggi pertanian yang ada sekarang? 

Lulusan pendidikan tinggi pertanian, tentu terus diarahkan untuk 
mensuheskan pembangunan di sektor-sektor lain yang berkaitan dengan 
kegiatan pertanian. Kini gambaran sektor pertanian kurang begitu cerah; 
kontribusi relatif sektor pertanian telah menurun begitu tajam (kini tinggal 
sekitar 19 persen dari nilai produk domestik bruto, PDB); sebagian besar 
angkatan ke j a  ada di sektor pertanim (sekicitar 49 persen) dengan ba l i t a s  
pendidikan yang sekitar 75 persen adaIab sarnpai pada (atau lulusan) sekolah 
dasarsaja. Nilai tukar produ kpertanian tetap sajarendah sementara itu pendapatan 
perkapita penduduk pedesaan t ehp  saja masih jauh lebih rendah dibandhgkan 
dengan masyarakat di perkotaan. Keadaan seperti ini menyebabkan sektor 
pertmian menjadi kurang menarik bagi lulusan pendidikan tinggi pertanian. 
Penelitian Suhardjono, dkk (31393) terhadap lulusan Fakultas Pertanian 
Universitas Brawijaya yang luius l h a  tahun terabir  menyatakan bahwa 4 7 3  
persen dari sampel bekerja di D m  dan 40,0 persen bekerja di lawa Timur dan 
10,0 persen saja yang bekerja di luar Sawa sernentara itu sebesar 2,5-persen 
bekerja di 4awa Tengah dan Jawa Barat. Dari jumiah itu sebesar 50 persen 
sampel masib menunggu memperoleh pekerjaan lebih dari enam buian setelah 
lulus dan 16,l persen dari sampel bekeja di Iuar sektor perlanian seperti 
perbankan, Departemen Perdagaragan dan sebagainya. Berbagai fenomena baru 
muncul ke p e r n u b a n  seperti apakah pendidikan pertanian sekarang ini masih 
relevan? Qlau jawabannya "masih" maka agakah ia sudah dirancang dan 
dilakanakm secara efisien; apakah kurihnrlumyasudah relevan deragan tuntutan 
pembangunan; apakah keberadaan perguruan tinggi pe~an ian  sudah merata di 
seluruh nusanara d m  apakah ha i i tas  Bulusan sud& seperti y m g  diharapkan. 

Pertanyaan-perbnyaan seperti igli fen& tidak mudah menjawabnya. 
h g g a p l a h  sekarang agribisnis dan agroindustri adalah jawaban yang kini 



Tabel 9. Jumlah Pejabat Peneliti di Berbagai hstansi 

+) Posisi 1 Januari - 31 Desember 1991 (Tidak terinasuk Dosen) 

Sumbs: LIPI, I992 (dalam Tilnar, 1993). 
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dianggap paling tepat dalam menjawab persoalan pembangunan pertanian; 
maka apakah pendidikan tinggi pertanian juga perlu diarahkan pada pendekatan 
agribisnis dan agroindustri tersebut? Jawabannya mungkln "ya" dan mungkin 
"tidak" karena lulusan perguruan tinggi akan mencetak lulusan yang ilmuwandan 
lulusan yang memenuhi kebutuhan tanaga kerja untuk pembangunan. Kalau 
penekanan diarahkan pada alternatif yang kedua yaitu "lulusan yang memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan", maka kurikulum pendidikan 
perlu diarahkan untuk mensukseskan pembangunan pertanian yang 
pendekatannya melalui sistem agribisnis dan agroindustri. 

PI. BEBEWPA PENDEfOPTAN 
Selama ini jumlah peneliti pertanian selalu paling besar dibandingkm dengan 
peneliti yang lain. Sekitar 23 persen jumlah peneliti pertanian yang ada adalah 
bekerja di Departemen Pertanian sementara itu jumlah peneliti terbesar kedua 
adalah mereka yang bekeja di LIPI (Tabel 9). 

Data ini tentu menggembirakan karena peneliti pertanian adalah pada 
jumlah yang terbesar. Tetapi disisi lain, lulusan pendidikan tinggi pertanian, 
mempakan pendidikan esakta yang paling besar lulusannya tidak terserap 
dalm lapangan kerja (Tabel 10). Data di Tabei 2 rnemberikan indikasi bahwa 

Tabel 10. Persentase Tenaga Kerja Terdidik yang Tidak Terserap dalarn 
Lapangan Kerja Tahun 1987 

Sosial 
Pendidikan 
Pertanian 
Teknologi 
Kesehabn 
Pasi-Aam 
Lainn ya 

-- 

Sumber: Depnaker 1987. (Diolah kembali dari Tilaar, 1993). 



lulusan pendidikan tinggi pertanian menempati sebesar 9,84 persen yang tidak 
terserap di lapangan kerja pada tahun 1986. Gambaran seperti ini sebenarnya 
sudah terlihat pada tahun 1983 di mana saat itu sejumlah 1.055 Sarjana 
Pertanian atau sebesar 16 persen tidak terserap di lapangan ke j a .  Walaupun 
data pada Tabel 10 adalah relatif lama, namun data itu menunjukkan 'lampu 
b n i n g '  bagi lulusan fabl tas  esakta pertanian. 

G r e n a  relatif begitu besarnya lulusm pendidikan tinggi pertanian y m g  
tidak terserap dalam Iapangan kerja, maka diperlukan upaya lain bagairnma 
lulusan ini dapat bekerja tidak di sektor formal tetapi di sektor nonformal. 

Pendekatan pertama, adalah bagaimana pendidikan tinggi pertanian itu 
dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Artinya, semua warga 
negara baik yang tinggal di perkotaan atau di pedesaan; di lokasi yang mudah 
tejangkau sampai pada mereka yang berada di daerah terpencil, dapat 
mengikuti pendidikan tinggi pertanian. Selama ini pendidikan tinggi pertanian 
dinikmati oIeh rnereka yang rnempunyai akses masuk ke perguruan tinggi 
pertanian atau mereka yang tempat tinggalnya relatif mudah menjangkau 
perguruan tinggi pertanian sehingga lulusan perguruan tinggi pertanian 
orientasinya bekeja  di kota yang menginginkan pekerjaan yang formal. 
Untuk mengatasi masalah pemerataan ini, maka perlu adanya pendidikan 
belajar jarak jauh (long dist~nce education) dalam disiplin ilrnu pertanian 
yang tujuannya untukpemerahan memperoleh kesempatm belajar di perguruan 
tinggi pertanian dan lulusannya mau bekeja di pedesaan atau di daerah 
terpencil yang tidak selalu harus bekerja di sektor formal. 

Pendekatan kedua, adalah bagaimana penyelenggaraan pendidikan tinggi 
pertmian Ini dapat dilaksanakan semra efisien. Masalah efisiensi dan inefisiensi 
dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah masalah yang memang terjadi 
dan ha1 ini masalahnya memang sulit dilaksmakan. Banyak faktor yang 
mempengaruhi, salah satu di antaranya adalah masalah koordinasi. 
Penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian sering tidak didasarkan pada 
f i -~nt  and analysis antara perguruan tinggi pertanian yang satu d m  yang Iain; 
sehingga dijumpai di suatu kota te jadi  perguruan tinggi pertanian yang jumlahnya 
melebihi; sehingga yang bersangbtan sulit rnemperoleh mahasiswa baru. Di 
sisi Iah,juml& lulusan yang begitu besar jumlahnya sehingga tidak terserap di 
pasar kerja. 

Pendekatan ketiga, adalah bagaimma relevansi pendidikan tinggi pertanian 
itu dengan kebutuhan tenaga kerja yang d i p e r l u h  dalam pembangunan. Reievansi 
pendidikan dengan dunia kerja adalah berkaihn dengan masalah kurikulum. 
Permyaannya adalah sudahkah kurihlum pendidikan pemnian sekarang ini 
a lah  relevan dengan kebutuhan dalam dunia kerja? Walaupun ada standar 














